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Abstrak. Kawasan Tambaklorok merupakan permukiman nelayan di Kota Semarang, yang rentan terhadap rob dan 
penurunan tanah. Laju penurunan tanah saat ini mencapai > 8 cm/tahun dan akan semakin parah. Sebagai satu-
satunya permukiman nelayan dan masuk dalam deliniasi kawasan kumuh, pemerintah merencanakan program 
pembangunan berkonsep kampung nelayan. Program ini diharapkan mampu mengurangi permasalahan lingkungan 
serta meningkatkan perekonomian. Sebagai program yang direncanakan di kawasan yang sudah terbangun, penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan serta preferensi masyarakat 
terhadap program kampung nelayan. Metode yang digunakan adalah explanatory sequential mixed methods. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak terlibat dalam proses perencanaan. Masyarakat tidak 
memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Sebagian masyarakat nelayan memiliki preferensi yang berbeda 
dengan desain yang ditawarkan. Warga lebih memilih penataan kawasan dengan desain yang sederhana. 
Rekomendasi terkait dengan penelitian ini adalah perlunya bentuk-bentuk pelibatan masyarakat yang lebih banyak 
melibatkan masyarakat, di antaranya sosialisasi yang lebih intensif. Saat ini sudah dilaksanakan sosialisasi namun perlu 
lebih ditingkatkan. 
 
Kata kunci: penataan; pelibatan masyarakat; kampung nelayan 
 
[Title: Community Engagement in Settlement Arrangement of Fishermen Village]. Tambaklorok is a fishing 
settlement in Semarang which is vulnerable to tide and land subsidence. Currently, the land subsidence in this area is 
about > 8 cm/yr and getting worse. Tambaklorok is the only fisherman's settlement and a high-level slum area, 
therefore the government plans a program which a nautical village concept. This program is expected to reduce 
environmental problems and improve the economy, particularly in a densely populated areas. Hence, this study aims 
to determine the involvement of the community in the planning process as well as the community preference. This 
study applied explanatory sequential mixed methods. The results showed that most of the respondents were not 
involved in the planning process. The community doesn’t know how to convey their aspirations. Most of the 
fishermens have different preferences with the Goverment’s design. Residents prefer the area’s arrangement with a 
simple design. The recommendations related to this research are the need for more community involvement, such as 
more intensive socialization. There has been socialization but should be further improved. 
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1. PENDAHULUAN  
 
Kawasan pesisir merupakan kawasan spesifik yang 
berbatasan dengan pantai dan memiliki posisi 
penting dalam pembangunan dunia (Wang, Liu, 
Wang, & Wang, 2014). Salah satu bagian kawasan 
pesisir adalah kawasan permukiman yang pada 
umumnya memiliki kepadatan penduduk tinggi. 
Kepadatan penduduk tinggi dan posisinya yang 
spesifik menyebabkan daerah ini rentan terhadap 
bencana alam seperti banjir karena air pasang 
(rob) dan penurunan tanah (Wang, dkk., 2014). Di 
daerah perkotaan, rob yang dikombinasikan 
dengan penurunan tanah merupakan ancaman 
yang besar (Marfai & King, 2008) karena akan 
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sangat berpotensi menjadi kawasan kumuh (Kim & 
Rowe, 2013). Fenomena penurunan tanah ini 
banyak dialami di daerah perkotaan dan 
membutuhkan solusi (Hu, Yue, Wang, & Wang, 
2004). Fenomena penurunan tanah terjadi karena 
laju pembangunan yang tidak terkontrol oleh 
beban bangunan, pengambilan air tanah, serta 
konsolidasi alami tanah alluvial, dan penurunan 
geotektonik (Takagi, Esteban, Mikami, & Fujii, 
2016). Daerah yang paling terdampak oleh 
penurunan tanah adalah daerah pesisir, itulah 
sebabnya perencanaan pembangunan di daerah 
pesisir perlu kehati-hatian (Shubin, 2016). Salah 
satu prinsip kehati-hatian yaitu melalui 
pembatasan perencanaan pembangunan di daerah 
rawan bencana, termasuk daerah pesisir, untuk 
mengurangi konsekuensi negatif dari penurunan 
kualitas lingkungan (Kim & Rowe, 2013). Serta 
perlu penataan penggunaan lahan yang tepat di 
daerah pesisir (Baser & Biyik, 2016). 
 
Permasalahan kawasan pesisir karena rob dan 
penurunan tanah juga dialami oleh Kota Semarang 
bagian utara. Berdasarkan jenis tanahnya, Kota 
Semarang bagian utara, tersusun dari tanah aluvial 
yang masih sangat muda dengan kompresibilitas 
yang sangat tinggi (Andreas, Abidin, Gumilar, Sidiq, 
& Yuwono, 2017). Ini didukung pula dari hasil studi 
Marfai, Almohammad, Dey, Susanto, dan King 
(2008), yang menyebutkan bahwa selama tahun 
1908 hingga 1937, garis pantai Kota Semarang 
berkembang relatif cepat menuju ke laut sekitar 
0.5 km sampai 1 km atau rata rata maju sekitar 16 
meter/tahun. Itulah sebabnya proses pemadatan 
tanah masih terus berlangsung dan menyebabkan 
penurunan tanah di bagian utara sangat tinggi.  
 
Salah satu Kawasan Kota Semarang yang 
mengalami permasalahan rob dan penurunan 
tanah adalah Kawasan Tambaklorok (lihat Gambar 
1) (Setioko, Pandelaki, & Murtini, 2013). Laju 
penurunan tanahnya adalah sebesar > 8 cm/tahun 
(Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 
2001) dan diperkirakan akan semakin tinggi setiap 
tahunnya (Andreas, 2016). Pendapat tersebut di 
dukung dengan hasil penelitian penurunan tanah 
oleh Kelompok Keilmuan Geodesi Fakultas Ilmu 
dan Teknologi Kebumian ITB tahun 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, dan 2016, yang menunjukkan 
bahwa penurunan tanah di Kota Semarang bagian 
utara dan bagian utara-timur semakin tinggi setiap 
tahunnya (Andreas, 2016). 
 
 
Gambar 1. Peta Administrasi Kawasan Tambaklorok 
 
Tambaklorok merupakan bagian dari Kelurahan 
Tanjungmas (RW XII – RW XVI), Kecamatan 
Semarang Utara. Memiliki luas kurang lebih 17,60 
Ha. Pada tahun 2016, jumlah penduduk 
keseluruhan adalah sebanyak ± 9.602 jiwa. Jumlah 
kepala keluarga ± 2.365 KK yang menempati 1.965 
unit rumah (Satker PKP Jawa Tengah, 2017). Hal ini 
berarti bahwa 1 rumah ditempati 1-3 KK.  Mata 
pencaharian masyarakat mayoritas adalah pekerja 
swasta dan kaum buruh sebesar 61%, kemudian 
disusul oleh pekerja nelayan sebesar 35%. Jumlah 
nelayan di Kawasan ini adalah sebesar 71% dari 
jumlah nelayan keseluruhan di Kota Semarang 
(Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2017). 
 
Kawasan ini merupakan satu-satunya kampung 
nelayan di Kota Semarang (Bappeda Kota 
Semarang, 2016) dan memiliki kepadatan 
penduduk sebesar 546 jiwa/Ha (lihat Gambar 2).  
 
 





   : Salah satu area tambatan perahu nelayan 
Gambar 2.  Kawasan Tambaklorok & Salah Satu Area 
Tambatan Perahu Nelayan.  
 
Kepadatan penduduk dan bangunan yang sangat 
tinggi disertai permasalahan rob, menyebabkan 
kawasan ini mengalami banyak masalah 
lingkungan seperti rusaknya infrastruktur serta 
kondisi persampahan yang ditemui di seluruh 
kawasan. Adapun kondisi genangan rob, 
infrastuktur jalan, dan kondisi sistem persampahan 
dapat dilihat berturut-turut pada Gambar 3, 












Gambar 5. Sampah di Sekitar Permukiman 
 
Sebagai tanggapan terhadap kondisi ini, 
pemerintah Kota Semarang merencanakan suatu 
program pembangunan di permukiman nelayan 
Tambaklorok dengan konsep kampung 
nelayan/kampung bahari. Rencana pembangunan 
Kampung Bahari akan memakan waktu 20 tahun 
yang terbagi dalam 6 (enam) zona, yaitu (1) zona 
permukiman; (2) zona permukiman vertikal; (3) 
zona perdagangan dan jasa; (4) zona wisata bahari 
dan kuliner; (5) zona pelabuhan perikanan dan 
ekonomi maritim; dan (6) zona konservasi (Dinas 
Tata Ruang Kota Semarang, 2015). 
 
Permasalahan terjadi karena program kampung 
nelayan direncanakan di kawasan yang sudah 
terbangun dan memiliki kepadatan sangat tinggi. 
Sehingga dalam perencanaan dan proses 
pelaksanaannya perlu melibatkan masyarakat. 
Pelibatan masyarakat akan mendukung proses 
perencaanaan dari bawah untuk mengembangkan 
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kawasan (Ferreira, Seixas, & Marques, 2015). 
Diharapkan dengan melibatkan masyarakat pada 
proses perencanaan akan mampu menyelesaikan 
permasalahan suatu kawasan (Marpaung, 2016).  
 
Keterlibatan ini juga harus mengakomodir semua 
pihak termasuk perempuan (Mutimukuru-
Maravanyika, Mills, Asare, & Asiedu, 2016). 
Melalui wawancara di tahap awal suatu 
perencaanaan maka akan diketahui permasalahan 
dan dampak yang mungkin dapat ditimbulkan dari 
pembangunan (Karlsson & Hovelsrud, 2015). 
Melalui wawancara ini juga akan diketahui 
kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat 
dan kebutuhan utama mereka (Kawabe, dkk., 
2013). Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya 
diamati tetapi juga merupakan sumber data 
tentang risiko dan lingkungan (Bonati & Mendes, 
2014). Tantangan lain dalam menata Kawasan 
Tambaklorok adalah sulitnya mempertahankan 
keberlanjutan kawasan permukiman dan semakin 
rendahnya minat generasi muda dalam menggeluti 
kegiatan ekonomi bahari (Bappeda Kota Semarang, 
2016).  
 
Berdasarkan hal di atas, kemudian dilakukan 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 
pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan 
kawasan permukiman kampung nelayan serta 
preferensi masyarakat terhadap program kampung 
nelayan tersebut. Untuk mendapatkan gambaran 
tentang pelibatan masyarakat di Kampung 
Nelayang Tambaklorok, penelitian ini menjadikan 
masyarakat sebagai target penelitian. Hal ini 
berbeda dengan penelitian sebelumnya pada 
kawasan pantai yang dikonservasi di Portugal yang 
menggunakan pengunjung dan sukarelawan dalam 
menilai hasil pengembangan kawasan pantai yang 
dikonservasi dengan melibatkan masyarakat 
(Ferreira, dkk., 2015). 
 
2. METODE PENELITIAN  
 
Metode penelitian yang digunakan adalah 
explanatory sequential mixed methods. Di tahap 
awal penelitian, peneliti mengumpulkan data 
dengan metode kuantitatif, menganalisisnya 
kemudian menggunakan hasil analisis tersebut 
sebagai dasar untuk menyusun data dan analisis 
secara kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk 
menerangkan secara lebih detail hasil dari data 
kuantitatif (Creswell, 2013).  
 
Penyusunan data kuantitatif menggunakan teknik 
simple random sampling sebanyak 100 responden, 
yang tersebar secara proporsional di tiap RW.  
Kurang lebih 50% dari responden adalah nelayan 
dan sisanya non-nelayan, sehingga terdapat 
keterwakilan antara responden nelayan dan-non 
nelayan. Teknik simple random sampling dipilih 
karena sasaran utama adalah seluruh Masyarakat 
Kawasan Tambaklorok. Sedangkan penyusunan 
data kualitatif pada tahap kedua menggunakan 
metode purposive random sampling. Kriteria 
pemilihan responden adalah masyarakat 
Tambaklorok yang telah tinggal dan bekerja di 
sekitar Tambaklorok selama lebih dari 10 tahun. 
 
Analisis data kuantitatif dilakukan melalui 
pengelompokan data, mentabulasi, dan 
menyajikan data secara statistik deskriptif. 
Sedangkan dalam analisis kualitatif dilakukan 
dengan menyusun data hasil wawancara, 
pengamatan lapangan dan bahan lainnya secara 
sistematis. Sehingga data yang ada dapat dibuat 
kesimpulan dan dapat diceritakan kepada orang 
lain. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pelibatan masyarakat pada awal proses 
perencanaan bertujuan untuk meminimalkan 
konflik (Ferreira, dkk., 2015). Meskipun Prenzel 
dan Vanclay (2014), menyebutkan bahwa konflik 
merupakan bagian dari proses yang pasti akan 
muncul dalam suatu pembangunan, tetapi tetap 
harus diminimalkan. Pelibatan ini dibentuk melalui 
komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk 
mengekspresikan pendapat dan minat mereka 
terhadap isu-isu wilayah (Marpaung, 2016). Pada 
perencanaan kampung nelayan, selain melibatkan 
pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat 
sebagai penerima manfaat. Tujuannya adalah 
untuk mengurangi konflik pada saat pembangunan 
dan agar pembangunan tersebut sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Tetapi berdasarkan hasil 
penyebaran kuesioner, sebagian besar responden 
tidak pernah dilibatkan dalam perencanaannya. 
Mereka yang dilibatkan dalam proses perencanaan 
tersebut hanya ketua kelompok nelayan dan para 
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ketua RW. Karena tidak ada pertemuan rutin 
ditingkat masyarakat, maka informasinya tidak 
sampai ke masyarakat. Ketidakterlibatan 
masyarakat dalam perencanaan dan dalam 
sosialisasi program, menyebabkan para nelayan 
tidak memiliki wadah untuk dapat menyampaikan 
keinginan dan kebutuhannya. Pada akhirnya 
masyarakat nelayan menjadi masyarakat yang 
terpinggirkan dan suara mereka tidak dianggap 
(Schuhbauer & Sumaila, 2016). Hal tersebut yang 
akhirnya menyebabkan mereka kekurangan 
informasi terkini (Lloret, dkk., 2016). Kemudian 
banyak asumsi yang timbul di antara warga 
terhadap program. Sebagian warga berpendapat 
bahwa program ini tidak diperuntukkan bagi 
nelayan tetapi diperuntukkan untuk pelabuhan 
dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat 
diluar Tambaklorok. Pembangunan kampung 
nelayan berdampak pada penggusuran warga. 
Sehingga warga berasumsi bahwa pembangunan 
ini akan menghilangkan warga Tambaklorok secara 
perlahan-lahan. 
 
Disebutkan di atas bahwa mayoritas masyarakat 
tidak terlibat dalam perencanaan dan sosialisasi. 
Tetapi sebagian masyarakat mengetahui tentang 
keberadaan program kampung nelayan. 
Pengetahuan terhadap program dan zonasi di  
dapatkan dari warga lain yang tergusur. 
 
Mayoritas kaum nelayan di Tambaklorok memiliki 
pendidikan yang rendah. Lebih dari separuh kaum 
nelayan tidak lulus SD dan seperempatnya 
menempuh pendidikan hingga tamat SD. Sehingga 
mereka tidak memiliki keterampilan lain yang bisa 
digunakan untuk mencari pekerjaan di daratan. 
Latar belakang pendidikan dan pekerjaan 
menyebabkan mereka tidak memiliki keinginan 
untuk pindah dari kawasan tersebut. Selain karena 
tidak memiliki keterampilan lain dan mereka tidak 
dapat bekerja selain melaut, juga karena merasa 
sudah nyaman tinggal di Tambaklorok. Nelayan 
tidak bisa tinggal jauh dari laut karena segala 
aktivitasnya harus berada dekat laut, berada di 
dekat lokasi tambatan kapal, dan membutuhkan 
tempat yang luas. Aktivitas tersebut seperti 
perbaikan jaring, perbaikan kapal, dan menjemur 
ikan atau membuat ikan asin. Segala aktivitas dan 
latar belakang pendidikan menyebabkan mereka 
kesusahan jika harus pindah dari Tambaklorok. 
Meskipun mayoritas pendidikan nelayan rendah, 
para nelayan berusaha untuk menyekolahkan 
anak-anak  mereka, dan mayoritas dari mereka 
tidak menghendaki anaknya menjadi nelayan. 
 
Kondisi ini sedikit berbeda dengan penduduk non-
nelayan. Mayoritas adalah lulusan SMA dan yang 
tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar 
hanya sebagian kecil penduduk dengan mata 
pencaharian non-nelayan, tidak menggantungkan 
hidupnya pada tempat tinggal, sehingga sebagian 
responden yang bermata pencaharian non-nelayan 
ingin meninggalkan kawasan ini.  
 
Rencana program kampung nelayan tertuang 
dalam dokumen Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan (RTBL) terdiri dari 6 (enam) zona (lihat 
Gambar 6), yaitu:  
1. Zona Permukiman, yaitu zona permukiman 
eksisting;  
2. Zona Permukiman Vertikal, diarahkan 
dikembangkan pada area reklamasi (disposal 
area).  
3. Zona Perdagangan dan Jasa, diarahkan untuk 
dikembangkan pada area di sepanjang jalan 
utama.  
4. Zona Wisata Bahari dan Kuliner, akan 
dikembangkan di kawasan Tambakrejo. 
didesain dengan karakter seperti rumah 
panggung dan sebagai kawasan yang 
mencirikan kampung nelayan. 
5. Zona Pelabuhan Perikanan dan Ekonomi 
Maritim, dikembangkan sebagai pusat 
aktivitas bahari, terdiri dari PPI, dermaga, dan 
akan dikembangkan pula industri maritim. 
6. Zona Konservasi mangrove, dikembangkan 








































Gambar 6. Perencaanaan Kampung Bahari (Dinas Tata Ruang 
Kota Semarang, 2015) 
 
Menurut Najafinasab, Karbassi, dan Ghoddousi 
(2015), perencanaan di kawasan pesisir memiliki 
tiga tujuan yaitu untuk meningkatkan 
perekonomian masyarakat, menyediakan 
kebutuhan sosial, dan untuk pelestarian 
lingkungan di wilayah pesisir. Pada program 
kampung nelayan Tambaklorok, peningkatan 
perekonomian dijabarkan dengan adanya zona 
perdagangan dan jasa serta zona wisata bahari dan 
kuliner. Sebagai pelestarian lingkungan 
diaplikasikan dengan adanya zona konservasi 
mangrove. Sedangkan desain untuk memenuhi 
kebutuhan sosial diketahui melalui pelibatan 
masyarakat tentang preferensi mereka terhadap 
program. Preferensi mereka terhadap program 
diketahui dari hasil wawancara mendalam kepada 
masyarakat dan ahli. (Midori, dkk., 2013) 
menyebutkan bahwa melalui wawancara kepada 
masyarakat sebagai penerima program akan 
mengetahui kebutuhan utama mereka. Karena 
sebagus dan selengkap apapun desain suatu 
program, jika itu tidak sesuai dengan kebutuhan 
mayarakat, maka akan sia-sia. Artinya masyarakat 
tidak akan memanfaatkannya dan pada akhirnya 
pembangunan tersebut tidak akan mencapai 
tujuan yang diharapkan. Preferensi masyarakat 
terhadap program didapatkan dari hasil 
wawancara mendalam terhadap penduduk. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh 
masyarakat nelayan memiliki preferensi yang 
berbeda dengan desain yang ditawarkan. Berikut 
akan disajikan hasil analisis per zona kawasan. 
 
Pada penataan zona permukiman eksisting, akan 
dibangun kolam tampung, MCK Umum dan IPAL 
Komunal, pembangunan plaza (alun-alun) di 
tengah permukiman penduduk dan peningkatan 
jalan Tambakmulyo selebar 20 meter. Hampir 
semua responden menyetujui pembangunan 
kolam tampung dan MCK umum serta IPAL 
komunal. Pembangunan fasilitas tersebut berada 
di lokasi yang tidak ada penghuninya, sehingga 
tidak akan menghilangkan warga Tambaklorok. 
Berbeda dengan pembangunan plaza (alun-alun) 
dan peningkatan jalan. Terkait kedua 
pembangunan tersebut, sebagian besar 
masyarakat nelayan tidak setuju. Pembangunan 
kedua fasilitas tersebut berada di kawasan yang 
padat sehingga nantinya akan cukup banyak warga 
yang dihilangkan demi keperluan pembangunan 
tersebut. Jika yang dihilangkan dari kawasan 
tersebut adalah nelayan, maka akan memisahkan 
nelayan dari laut. Seperti telah disajikan di atas, 
bahwa nelayan tidak bisa hidup jika jauh dari laut 
dan akan menyusahkan mereka. Mereka akan 
kesulitan mencari tempat tinggal lain di 
Tambaklorok, sementara mereka tidak akan bisa 
berpindah ke daerah yang jauh dari laut. Jika yang 
harus berpindah adalah non-nelayan, mereka tidak 
akan bisa menikmati hasil pembangunan. 
Responden berpendapat bahwa pembangunan 
jalan terlalu lebar untuk kawasan permukiman dan 
mereka tidak membutuhkan jalan yang terlalu 
lebar. Bagi warga, lebar jalan secukupnya saja 
asalkan bisa dipergunakan untuk aktivitas sehari-
hari. Harusnya kampung ini mengakomodir 
nelayan dengan kebutuhannya. Di sisi lain, 
keberadaan alun alun yang tidak dikelola dengan 
benar akan dimanfaatkan pemuda untuk hal-hal 
yang sifatnya negatif. Fungsi plaza dapat 
disalahgunakan sebagai area berkumpulnya 
pemuda dan melakukan hal yang bersifat negatif. 
Kasus ini sudah terjadi di sepanjang sheet pile yang 
baru selesai dibangun. Di akhir pekan, fungsi sheet 
pile berubah menjadi tempat berkumpulnya 
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Kemudian zona permukiman vertikal, 
pembangunan rusun merupakan suatu 
perencanaan yang berpihak kepada rakyat. 
Dibangun untuk mengatasi permukiman penduduk 
yang tidak memiliki rumah. Memang tidak mudah 
merubah kebiasaan dari tinggal di rumah sendiri 
kemudian harus tinggal di rumah vertikal dan 
berbaur, tetapi ini adalah suatu proses yang harus 
dilewati. Tujuan utama pembangunan rusun di sini 
adalah sebagai alternatif tempat tinggal terutama 
bagi warga yang tergusur oleh pembangunan 
kampung nelayan. Dengan tujuan seperti itu, 
harusnya rusun dibangun di tahap awal proses 
pembangunan. Berdasarkan dokumen 
perencanaan, rusun baru akan dibangun di 5 tahun 
ketiga. Di sisi lain, pembangunan pada zona 
permukiman eksisting yang padat penduduk telah 
dilaksanakan di 5 tahun pertama. Sehingga banyak 
warga yang mendapatkan dampaknya, yakni harus 
berpindah dari kawasan dan tidak bisa menempati 
rusun. Pada akhirnya bukan warga asli yang akan 
menempati rusun tersebut. 
 
Hasil penyebaran kuesioner tentang zona 
permukiman vertikal menunjukkan sebagian 
masyarakat nelayan  dan non-nelayan menyetujui 
pembangunannya. Pembangunan rusun dapat 
diperuntukkan bagi warga Tambaklorok non-
nelayan yang belum memiliki hunian. Dari 
responden menyatakan bahwa rusun tidak sesuai 
jika diperuntukkan untuk masyarakat nelayan. 
Nelayan membutuhkan ruang yang luas untuk 
meletakkan peralatannya dan tidak akan cukup jika 
disimpan di rusun. Nelayan membutuhkan tempat 
yang luas untuk memperbaiki jaring sehingga 
dibutuhkan fasilitas untuk perbaikan jaring dan 
aktivitas nelayan lain. Sebagian warga khawatir jika 
sudah tua dan tidak dapat membayar sewa lagi, 
sedang rusun harus selalu membayar. 
 
Zona perekonomian terdiri dari zona perdagangan 
dan jasa serta zona wisata bahari dan kuliner. 
Respon responden yang menolak dan menerima 
terhadap zona ini adalah berimbang. Warga 
berharap keberadaanya dapat meningkatkan 
kesejahteraan mereka. Hanya saja perlu 
diantisipasi adanya kecemburuan antar warga, 
karena tidak semua warga dapat berdagang di situ. 
D isisi lain, belum tentu zona perekonomian ini 
dimiliki oleh warga asli Tambaklorok. Bisa saja 
justru akan ada orang di luar kawasan yang akan 
menempatinya. Sehingga pada akhirnya bukan 
kesejahteraan bagi warga Tambaklorok. Dalam 
pembangunan kawasan perekonomian seharusnya 
mempertimbangkan dahulu kondisi mata 
pencaharian penduduk di sana, bagaimana 
masyarakat mampu mengalami transisi kehidupan 
menuju kampung wisata bahari. Salah satu 
narasumber mengatakan bahwa belum tentu 
pembangunan zona perekonomian di kampung 
nelayan itu akan cocok untuk warga. Sehingga bisa 
saja keberadaan program ini tidak akan 
menyejahterakan warga, mungkin malah 
menyengsarakan mereka. Terlebih lagi jika tidak 
ada proses transisi masyarakat menuju kampung 
bahari dan tidak ada keterlibatan warga dalam 
proses perencanaannya. 
 
Zona pelabuhan perikanan dan ekonomi maritim 
akan dialokasikan di ujung utara RW XVI Kawasan 
Tambaklorok atau yang biasa disebut dengan 
Kawasan Tambakrejo. Sebagian besar warga 
nelayan sangat tidak setuju dengan adanya 
pembangunan zona pelabuhan perikanan dan 
ekonomi maritim tersebut. Kurang dari separuh 
warga non-nelayan juga sangat tidak setuju 
dengan pembangunan pelabuhan perikanan, PPI 
dan ekonomi maritim yang lokasinya jauh dari 
permukiman penduduk. Keberadaan zona ini akan 
memaksa warga untuk memindahkan perahu 
mereka dari yang semula berada dekat dengan 
rumah menjadi jauh. Dermaga yang jauh dari 
rumah akan mempersulit warga untuk mengamati 
kapal dan peralatan nelayan mereka akan rawan 
terhadap kehilangan. Lokasinya yang jauh akan 
mempersulit warga untuk membawa peralatan 
melaut mereka dari rumah ke kapal, padahal 
peralatan melaut mereka sangat banyak. Sehingga 
mereka membutuhkan transportasi khusus. Selain 
itu, mereka membutuhkan aktivitas memperbaiki 
jaring dan kapal yang biasa dilakukan di dekat 
kapal. Aktivitas ini biasa dilakukan pada sore hari 
saat tidak melaut. Hanya sebagian kecil warga yang 
setuju dengan pembangunan zona pelabuhan 
perikanan dan ekonomi maritim di ujung utara RW 
XVI. Mereka yang setuju atas pembangunan zona 
ini karena berharap lingkungan perumahan dapat 
lebih bersih dan tertata.  Adapun pada zona 
konservasi mangrove, hampir semua responden 
menyetujuinya karena dapat mencegah abrasi. 
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4. KESIMPULAN 
 
Pembangunan kampung nelayan direncanakan di 
kawasan yang sudah terbangun dan memiliki 
kepadatan sangat tinggi. Seharusnya dalam 
perencanaan pembangunan tersebut, perlu ada 
pelibatan masyarakat. Tujuan pelibatan 
masyarakat ini adalah untuk mengurangi konflik 
pada saat pembangunan dan agar pembangunan 
tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Sehingga pada akhir pembangunan dapat 
membawa masyarakat ke kondisi yang diharapkan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 
besar responden tidak pernah dilibatkan dalam 
perencanaan kampung nelayan. Mereka yang 
dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut 
hanya ketua kelompok nelayan dan para ketua 
RW. Karena tidak ada pertemuan rutin ditingkat 
masyarakat, maka informasinya tidak sampai ke 
masyarakat. Ketidakterlibatan masyarakat dalam 
perencanaan dan dalam sosialisasi program, 
menyebabkan para nelayan tidak memiliki wadah 
untuk dapat menyampaikan keinginan dan 
kebutuhannya. 
 
Hasil penelitian pada 6 (enam) zona kampung 
nelayan Tambaklorok, menunjukkan bahwa lebih 
dari separuh masyarakat memiliki preferensi yang 
berbeda dengan desain yang ditawarkan. Sebagai 
masyarakat nelayan, mereka tidak bisa dijauhkan 
dari laut. Jika hal ini terjadi akan menyengsarakan 
mereka, disebabkan karena nelayan tidak bisa 
bekerja di darat. Program kampung nelayan yang 
seharusnya ditujukan untuk masyarakat nelayan 
dan mengadopsi kebutuhan nelayan ternyata 
masih kurang. Dalam hal desain  dirasa kurang 
sesuai dengan preferensi warga. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa masyarakat Tambaklorok 
lebih memilih penataan kawasan dengan desain 
yang sederhana dan tidak banyak menggusur, 
namun tetap mempertahankan kondisi eksisting. 
 
Rekomendasi terkait dengan penelitian ini adalah  
perlunya bentuk-bentuk pelibatan masyarakat 
yang lebih banyak melibatkan masyarakat, di 
antaranya sosialisasi yang lebih intensif. 
Sebenarnya selama ini sudah terdapat sosialisasi, 
tetapi hanya ditujukan untuk perwakilan yaitu 
ketua kelompok nelayan dan pada ketua RW. 
Untuk ke depan, perwakilan masyarakat bisa 
ditambah dalam pelibatan berbagai bentuk 
pembangunan dan penataan permukiman. 
Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dapat 
menjadi salah satu cara untuk mengetahui 
kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan 
akan lebih tepat guna. 
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